GUBERNUR SULAWESI TENGAH .

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a.

Mengingat

—t

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan
tuntutan visi dan misi pemerintahan daerah menghendaki
penguatan kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan
agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di
daerah;

bahwa penanganan urusan di bidang keuangan, kas daerah
dan asset daerah ke dalam perangkat daerah tersendiri serta
urusan kepegawaian dan urusan pendidikan dan pelatihan
diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah yang terpisah
sehingga organisasi perangkat daerah kelompok lembaga
teknis daerah perlu diubah;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai
perubahan lembaga teknis daerah perlu melakukan
perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah;

. Pasal 18 avat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik



. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Tengah dan Daerah tingkat [ Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-Tenggara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor?7)
menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGAH

Menetapkan :

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR
07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor
07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07) diubah
sebagai berikut : '



1.

Ketentuan Pasal 6 huruf e dan huruf f diubah, di antara huruf f dan
huruf g disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1, di antara huruf i dan
huruf j disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i1, dan huruf j dihapus,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

terdiri atas :

a. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

b. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah;

d. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

f. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

fl. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

g. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah;

h. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah,;

i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah;

il. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

j. dihapus;

k. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

1. dihapus;

m. Rumah Sakit Umum Daerah UNDATA Provinsi Sulawesi Tengah; dan

n. Rumah Sakit Daerah MADANI Provinsi Sulawesi Tengah.

Ketentuan Pasal 9 huruf f dan huruf g diubah, di antara huruf g dan
huruf h disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf gl, serta ditambah 1
(satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Susunan organisasi badan terdiri atas seorang kepala badan, seorang
sekretaris terdiri atas 3 (tiga) sub bagian, dan paling banyak 7 {tujuh)
bidang dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.

(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4)
terdiri atas :

a. BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah;

b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah;

c. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah;

e. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah;

g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

gl.Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

h. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi

Qrilaweal Teroah:



i. Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah;
j. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah; dan
k. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.
(3) Badan dapat membentuk UPT untuk melaksanakan sebaglan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf ¢ angka 2, huruf d, huruf d angka
2, huruf e, huruf e angka 1, huruf e angka 2, huruf f, huruf f angka 1,
huruf f angka 2 diubah, huruf g dan huruf h dihapus, ditambah 2 (dua)
huruf, yakni huruf i dan huruf j, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta
ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f terdiri atas:
a. Kepala Badan,
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan Program,
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
2. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara,
d. Bidang Kewaspadaan, membawahi :
1. Sub Bidang Kewaspadaan; dan
2. Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
e. Bidang Politik, membawabhi :
1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintah; dan
2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Kemasyarakatan dan
Agama, membawahi :
1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya; dan
2. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama;

g. dihapus;

h. dihapus;

i. UPT; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII' yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g dan huruf h dihapus, di antara
huruf h dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf
j, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal
16 berbunyi sebagai berikut :



-,

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana

(2)
(3)

(4)

Pasal 16

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Bidang Data dan Formasi, membawabhi:
1. Sub Bidang Data; dan
2. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
d. Bidang Mutasi, membawahi:
1. Sub Bidang Kepangkatan; dan
2. Sub Bidang Mutasi Wilayah Kerja;
e. Bidang Pengembangan dan Disiplin, membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan; dan
2. Sub Bidang Disiplin;
f. Bidang Kesejahteraan dan Pensiun, membawahi:
1. Sub Bidang Kesejahteraan; dan
2. Sub Bidang Pensiun;
g. dihapus; ,
h. dihapus;
i. UPT; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dihapus.
Dihapus.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah diubah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g1 terdiri atas:

a.
b.

Kepala Badan;

Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan Program,;

2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umuin,

Bidang Diklat Kepemimpinan, membawahi:

1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Dasar; dan

2. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan Tingkat Menengah;

Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, membawahi:

1. Sub Bidang Diklat Teknis Administrasi, Pemerintahan dan
Pembangunan,;

2. Sub Bidang Diklat Fungsional Profesi dan Kediklatan,

Bidang Pengkajian dan Pengembangan, membawahi:

1. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum Diklat;
dan

2. Sub Bidang Kerjasama Kediklatan;
TITPT: dan



(2)

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
19A yang berbunyi sebagai berikut :

(1)

{2)

Pasal 19A
Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Bidang Anggaran, membawahi:
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
2. Sub Bidang Fasilitasi Pengesahan Anggaran,;
d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
1. Sub Bidang Pengelolaan Kas; dan
2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja;
e. Bidang Akuntansi, membawahi:
1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
2. Sub Bidang Pengesahan dan Pertanggungjawaban APBD;
f. Bidang Bina Keuangan dan Evaluasi, membawahi:
1. Sub Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota; dan
2. Sub Bidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
g. Bidang Pengelola Asset Daerah, membawahi:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Asset Daerah,
dan '
2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan;
h. UPT; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIA yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga
Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)

Pasal 25
Dihapus.
Dihapus.
Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, sehingga
Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dihapus
(2) Dihapus
{3) Dihapus



9. Di antara ketentuan Pasal 28 dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni

BAB IIIA dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A yang berbunyi sebagai
berikut: '

BAB IIIA ‘
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat
yang memangku jabatan di lingkungan Inspektorat, Perencanaan
Pembangunan, dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap melaksanakan tugas
dan fungsinya sampai dengan dilantik kembali berdasarkan Peraturan Daerah
ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturaq
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012

DAERAH PROVINSI

AMDJAD LAWASA



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Peraturan Daerah yang mengatur
penambahan Badan yang baru, memisahkan 2 (dua) lembaga dan menghapus

beberapa lembaga teknis daerah.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada beberapa

pemikiran yakni:

a. Reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan tuntutan visi dan
misi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomof 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016, menghendaki
penguatan kelembagaan perangkat daerah dalam melakukan optimalisasi
pemberian pelayanan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah
dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;

b. urusan sub bidang otonomi daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
diwadahi dalam Biro

c. pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan dan urusan kepegawaian
tidak optimal sehingga perlu diwadahi dalam lembaga teknis yang terpisah;
dan

d. sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan kelembagaan Satuan Polisi



Perlindungan Masyarakat yang sebelumnya berada pada Badan Kesatuan
Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah menjadi salah

urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai perubahan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat

materi muatan baru yang ditambahkan, diubah atau dihapus pada Peraturan

Daerah tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

a.

I1.

penambahan 1 (satu) badan, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah;

pemisahan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi
2 (dua) badan, yakni 1) Badan Kepegawaian Daerah; dan 2) Badan
Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

menghapus Kantor Kas Daerah dan diwadahi dalam Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah;

menghapus Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan dimasukkan pada
kelompok lembaga lain bagian dari perangkat daerah yakni pada Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Lembaga Lain Bagian Dari
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan

mengubah nama badan, yakni Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Daerah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah, serta menghapus 1 (satu) bidang pada Badan ini, yakni

Bidang Perlindungan Masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.



LAMPIRAN XIA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR /@ TAHUN 2o/

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA BADAN
E SEKRETARIAT
;
o e e e e e e : v 4 v
i SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
E PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
! PROGRAM ASSET DAN UMUM
1
= A J v ¥ v 4
BIDANG BIDANG BIDANG BINA BIDANG PENGELOL,
KELOMPOX BIDANG ; ) KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
JABATAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN AKUNTANSI G
FUNGSIONAL
] -— 1 T ——— | — |
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
| PENYUSUNAN |  PEREENDAMARAAN | AKUNTANSI DAN | gmaB AN | pEmacaraa AN
ANGGARAN BELANJA PELAPORAN KAB/KOTA PENATAUSAHAAN ASSI
DAERAH
SUB BIDANG FASILITASI SUB BIDANG SUB BIDANG PENGESAHAN SUB BIDANG SUB B
- ey o o DAN PERTANGGUNG- | EVALUASY APBD || reNcHAPUSAN Dax
JAWABAN APBD KAB/KOTA PEMINDAHTANGANAN

—

GUBERNUR %ULAWESI T

A

LONGKI DJANGGOL



LAMPIRAN VII ,
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 20/2

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISAS] BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA
BADAN
: SEKRETARIAT
:
]
¥
e : ¥ v v
' SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
. PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
E PROGRAM DAN ASSET DAN UMUM
3
: :
- ¥ v v L 4
BIDANG
KELOMPOK IDEOLOGI DAN mmmgglom.m BIDANG
JABATAN WAWASAN BIDANG m"&p%‘:-?:mm"" POLITIK
FUNGSIONAL KEBANGSAAN KEWASPADAAN
I ]
1 —
’ SUB BIDANG iﬁ;‘gﬁ‘; f'
KETAHANAN
: - KELEMBAGAAN
— sgigg‘gf ] SUB BIDANG | EKONOMI,SENI POLITIK PEMERINTAH
KEBANGSAAN KEWASPADAAN DAN BUDAYA
SUB BIDANG SUB BIDANG
SUB BIDANG SUB BIDANG KO AD AR ATAN KELEMBAGAAN
IDEOLOGI DAN |L{ PENANGANAN KONFLIK | ey {  PARTAI POLITIK
] BELA NEGARA PEMERINTAHAN DAN
) BOBIAL (\
GUBERNUR £ ULAWESI TENGAH,

) &

LONGKI DJANGGOLA




LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROV'NSI SULAWES! TEN GAH
NOMOR #. TAHUN 2042 :

TENTANG: .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN LEMBAGA ‘TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH :

KELOMPOK -

JABATAN
FUNGSIONAL

R BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWES!I TENGAH

KEPALA
BADAN
' . SEKRETARIAT
: "
1
1
Pmmmm o e e - v v v
SUB BAGIAN . SUB BAGIAN SUB BAGIAN
. PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
l PROGRAM ‘DAN ASSET DAN UMUM -
A ¥ v ¥
" BIDANG , BIDANG . BIDANG |
DATA DAN o PENGEMBANGANDAN | | . KESEJAHTERAAN ‘_
. FORMASI . DISIPLIN DAN PENSIUN - o
] [___J — o
r 1 . .
, . SUB BIDANG ' SUB BIDANG
i SUB BIDANG .
'l SUB BIDANG KEPANGHATAN 1 PENGEMBANGAN - EESEJAHTERAAN
: DATA :
SUB BIDANG SUB BIDANG
. SUB BIDANG suU
| " Formast | fisspped L - oisieuw | U pewsow
. DAR WILAYAH ' ' ' ‘
PENGADAAN KERJA \_
GUBERNUR\BULAWESI TENGAH,

LONGKI DYANGGOLA



LAMPIRAN VIIIA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
'NOMOR 10 TAHUN 20i2,

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWES] TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPALA
BADAN
i SEKRETARIAT
1
.
1
e e ! ‘ v ‘
' SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
! PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
! PROGRAM DAN ASSET DAN UMUM
]
v ¥ ¥ v
. BIDANG BIDANG
KELOMPOK DIKLAT DIKLAT TEKNIS DAN BIDARG FENCHAMAN
JABATAN KEPEMIMPINAN FUNGSIONAL . DAN PENGEMBANGAN
FUNGSIONAL e
T___J —
SUB BIDANG 8UB BIDANG
SUB BIDANG DIKLAT DIKLAT TEKNIS PENGKAJIAN DAN
| - KEPEMIMPINAN - ADMINISTRASI, - PENGEMBANGAN
TINGKAT DASAR PEMERINTAHAN DAN KURIKULUM DIKLAT
PEMBANGUNAN
SUB BIDANG DIKLAT 8UB BIDANG DIKLAT SUB BIDANG
REPEMIMPINAN FUNGSIONAL, PROFES1 DAK KERJASAMA
'~ TINGKAT MENENGAH — KEDIKLATAN - KEDIKLATAN

LONGKI DJANGGOLA

GUBERNUR

WESI TENGAH,



KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN VI C :
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWES] TENGAH
NOMOR ©9 TAHUN 20/2,
TENTANG }
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS
' SEKRETARIS
]
t
B e e e i v 4 v
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASSET KEPEGAWAIAN DAN
PROGRAM UMUM
L A 2 Nk 2 Y
BIDANG PERUMAHAN FORMAL
BIDANG CIPTA KARYA BIDANG PENGEMBANGAN BIDANG PENATAAN RUANG -
DAN PERUMAHAN SWADAYA KAWASAN
1 -— e 1 T t
SEKSI
SEXSI PERENCANAAN PERENCANAAN PEMBEINAAN s SEKS! PEMBINAAN PENATAAN
— EKSI PERENCANAAN KAWASAN
TEKNIK DAN PENGENDALIAN RUANG WILAYAH PROVINSI
FERUMAHAN
SEKSI TATA BANGUNAN
SEKSI PERUMAHAR FORMAL SEKSI FASILITASI DAN || SEKSI PENATAAN RUANG
| DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN A YAH I
" KAWASAN PERMUKIMAN — PENYEDIAAN PSU /KOTA WILA
BEKS! PENGEMBANGAN P8 AIR SEKSI PERUMAHAN
MINUM DAN PENYEHATAN Ll SI; ADAYA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS SEKSI PENATAAN RUANG
]  LINGKUNGAN PERMUKIMAN L KAWASAN — KABUPATEN/KOTA WILAYAH II
— o
u_ UPT GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONG

A

JANGGOLA




LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 20/a,

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI] DINAS PERTANIAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPALA DINAS
' SEKRETARIS
)
1]
t
[ m == oo e o e e e m e ammmmmaecemmm— e ——————— ! y 4 v
v SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
! PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DAN
' PROGRAM ASSET UMUM
1 .
e v v ¥ h 4
KELOM!;C;K BIDANG PRODUKSI BIDANG PRODUKSI BIDANG PENGOLAHAN DAN BIDANG PRASARANA DAN
JABAT. TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PEMASARAN HASIL PERTANIAN SARANA FERTANIAN
FUNGSIONAL '
—_— ’_—_J ] A ——
SEKS! PENGEMBANGAN SBEKSI SEKSI PENGOLAHAN SEKSI PENGELOLAAN
| ] PRODUKSI,PENGEMBANGAN, - AIR
v PERLINDUNGAN DAN PASCA | | | HASIL PERTANIAN LAHAN DAN
PANEN BUAH
SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI MUTU DAN SEKSI PUPUK DAN
L TATCACAT DAN STANDARISASI — PESTISIDA
| PERBEN;HAH TANAMAN u PASCA PAREN SAYDRAN DA¥ BIOFARMAKA L4 ARI
'ANGAN .
pEm ssxaé:;n::gx;zn _— BEKSI PENGEMBANGAN USAHA, SEKSI ALSIN,
SEKSI PASCA PANEN 8 GEMBAN INVESTASI,PROMOSI DAN KELEMBAGAAN DAN
L PANAMAN PANGAN [ PEMASARAN HASIL PERTANIAN PEMBIAYAAN
A
\

1

UpPT

GUBERNURI\SULAWESI TENGAH,

\7

LONGKI DJANGGOLA



LAMPIRAN X .
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR €8 _TAHUN 20/2.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

- BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPALA DINAS
. SEKRETARIS
t
1]
P e e e e : v Y Y
" SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
! PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DAN
' PROGRAM ASSET UMUM
! .
- Y v 2 v
KELOMPOK BIDANG PLANOLOGI '
BIDANG BINA USAHA BIDANG REHABILITASI LAHAN BIDANG
JABATAN RHUT, PERLINDUNGAN HUTAN DAN
FUNGSIONAL KEHUTANAN HASIL HUTAN DAN PE e KONSERVASI ALAM
— 1 A I ’__.—.1
SEKSI INVENTARISAST SEKSI s SEKSI PERLINDUNGAN
| DANPERPETAANHUTAN ||| PENGELOLAAN HUTAN SEKSI mLITASI M HUTAN
PRODUKSI
SEKSI PERHUTANAN SEKSI KONSERVASI
SEKEI PEMBENTUKAR SEKSI BINA PEMANFAATAN
| | WILAYAH PENGELOLAAN | {- HASIL HUTAN SOSIAL B ALAM
HUTAN
SEKSI L SEKSI TERTIB PEREDARAN SEKSI REKLAMASI LAHAN SEKSI PEMBERDAYAAN
| PENATAGUNAAN HASIL :g;‘g A‘:‘g“’m DAN PENGELOLAAN DAS | | | MASYARAKAT -
HUTAN

i)

GUBERNUR ${{LAWESI TENGAH,
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LAMPIRAN XIV :
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR©g TAHUN 2e/a

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

‘ SEKRETARIS
t
1 |
e e e e e e ; v v v
' _ SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
! PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASSET KEPEGAWAIAN DAN
' PROGRAM UMUM
- - Y ¥ ki ¥
KELOMPOK BIDANG PEMASARAN BIDANG PENGEMEANGAN BIDANG EKONOMI KREATIF BIDANG EKONOMI KREATIF
JABATAN PARIWISATA DESTINASI PARTWISATA - BERBASIS SENI DAN BUDAYA BERBASIS MULTIMEDIA
FUNGSIONAL DESAIN DAN IPTEK
’—-—‘ —— — 1 !
SEKSI PENGEMBANGAN SEKS1 PEMBERDAYAAN SEKSI PENGEMBANGAN
| PASAR DAN INFORMASI | |  MASYARAKAT DESTINASI SEKSI PENGEMBANGAN || EKONOMI KREATIF BERBASIS
PARIWISATA PARTWISATA = INDUSTRI FILM MEDIA
!
SEKSI PROMOSI PARTWISATA SEKSI INDUSTRI SEKSI PENGEMBANGAN SENI SEKSI DESAIN DAN
| | DALAM DAN LUAR NEGERI - PARIWISATA PERTUNJUKAN DAN — ARSITEKTUR
- INDUSTRI MUSIK
SEKSI PENCITRAAN, EVENT SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI KERJASAMA DAN
| DAN MINAT KHUSUS T DESTINASI DAN DAYA SENI RUPA | FASILITASI
TARIK WISATA — A
1
13 \ .
UPT GUBERNURWKULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA



LAMPIRAN XV
~ PERATURAN DAERAH PROVIN SI SULAWESI TENGAH
NOMOR ©8 TAHUN 20/2

TENTANG -
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGAN ISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN S’I‘RUK’I‘UR ORGANISASI DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTR[AN DAN
‘ PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS
H SEXRECARIS
'
o
e e e ‘ ¥ v v
: , » SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
: . . PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWA!AN DAN
' , . o o _ PROGRAM ASSET _ UMUM
Kf:g:fri‘;]( - BIDANG - - BIDANG USAHA MIKRO KECIL : v INDUSTRI . . BIDANG
I A : " DAN MENENGAH (UMKM) - ‘. BIDANG IND ) .
FUNGSIONAL KOPERA$I . B Nes - o , PERDAGANGAN
T A | : ‘ ] —— 1
SEKSI SEKSI SEKSI INDUSTRI AGRO, HASIL SEKSI USAHA DAN
—  KELEMBAGAAN - . PENGEMBANGAN [ | KELAUTAN DAN KIMIA | SARANA PERDAGANGAN
KOPERAS! USAHA UMKM
>
SEKSI PEMBIAYAAN SEKSI PEMBIAYAAN DAN SEKSI INDUSTRI LOGAM, SEKSI PENGADAAN DAN
n DAN SIMPAN PENJAMINAN TJMKM : TQ‘ES;&&K‘SS?X‘L‘S;A . PENYALURAN BARANG
PINJAM . DAN JASA
SEKSI SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI HASIL HUTAN BAHAN SEKSI EKSPOR DAN -
PENGEMBANGAN. 1. PEMASARAN BANGUNAN DAN KERAJINAN | | IMPOR -
USAHA KOPERASI ‘ ] - : o . \ :
} e - . . ,_
: | I T urr , GUBERNUR|SULAWESIT TENGAH,

\C
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LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR ©9
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2o0/2

BAGAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS
] SEKRETARIS
1
1
F e e e e : \ 4 Y v
: SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
I‘ PERENCANAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DAN
N PROGRAM ASSET UMUM
1
e \ Y L 4 y -
Kﬂfﬁ.ﬁx BIDANG POS DAN BIDANG APLIKASI BIDANG INFORMASI DAN BIDANG PENGOLAHAN
TELEKOMUNIKASI INFORMATIKA KOMUNIKASI PUBLIK DATA ELEKTRONIK
FUNGSIONAL .
R o ————
—_— P—
SEKSI POS DAN — SEKSI KOMPILASI
| TELEKOMUNIKASI SEKSI E-GOVERNMENT SEKSI KO St - DATA
: = PUBLIK
R TERNIS 1 INFORMATIKA PENYEDIAAN INFORMASI | - DATA
PENYIARAN B
SERSI PENGENDALIAN DAN SEKSI KEAMANAN SEKSI KEMITRAAN SEKSI PENYAJIAN
P05 DAN TELEROMUNTRAST | ] INFORMASI | KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI
1 1
I | UPT ! :
GUBERNUR LA\WESI TENGAH,
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